
BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR l? TAHUN 2013

TENTANG

PERUBATIAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAIIUN 2O1O

TENTANG KEBIJAI(AN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MOJOKERTO,

bahwa penSrusutan yang akan dilaksanakan secara
bertahap mulai Tahun Anggaran 2OI2 sebagaimana
diatur dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor

09 Akuntansi Aset angka 115 Peraturan Bupati
Nomor 63 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintahan Daerah, dalam perkembangannya
perlu disesuaikan sehingga dimulai secara bertahap
pada Tahun Anggaran 2Ol4;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 63 Tahun 2OIA tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintahan Daerah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730\;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat : 1.

b .

2,



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor aaOo);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8aa\

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO5 tentang
Standar Akuntansi Pemerinta.han (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5O3);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5781;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor  6lal;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);



Menetapkan

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42121 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tal:run
2OO4 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2OO4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aalQ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Oll;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2
Tahun 2OI2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2Ol2
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2O1O
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2OIO
Nomor 63);

MEMUTUSI(AN :

PERATURAIY BUPATI TENTANG PERUBAHAIT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TATIUN 2O1O
TENTANG KEBIJAKAIT AKUNTANSI PEMERINTATIAN
DAERAH

Pasal I

Angka 115 Nomor 09 Lampiran diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

115. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari
suatu Aset. Nilai penyusutan untuk masing-masing
periode diakui sebagai pengurang nilai aset tetap
dan diinvestasikan dalam aset tetap. Penyusutan
dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun
Anggaran 2OL4.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di

pada tanggal

pengundan.gar'

Berita Daerah

Mojokerto

3s tFtc.tc$ %tg

BUPATI

MUSTOF

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal '9 fnar* ,ot3

SEI(RSTARIS DAERATT I(ABUPATEN MOJOr{ERTO'

BERITA DAERATI I(ABUPA OJOKERTO TATIUN 2013 NOMOR IF


